
82 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil analisis di atas, maka secara garis besar dapat 

dibuat kesimpulan  sebagai berikut : 

1. Tingkat pertumbuhan SILPA pada APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2013-

2017 berfluktuasi.  Dimana SILPA  pada periode 2013 ke 2014 mengalami 

peningkatan sebesar 9  %. Sementara SILPA dari tahun 2014 ke 2015 

mengalami penurunan sebesar 36%. SILPA dari tahun 2015 ke 2016 naik 

sebesar 78 %, sedangkan SILPA dari tahun 2016 ke 2017 menurun sebesar 

3%. 

2. Faktor-faktor penyebab timbulnya SILPA pada APBD Provinsi NTT tahun 

anggaran 2013-2017 menunjukan bahwa adalah : 

a. Pelampauan pendapatan daerah yang ditunjukan oleh data yang diperoleh 

peneliti bahwa realisasi pendapatan daerah selalu lebih besar jumlahnya 

daripada yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Pendapatan 

daerah yang paling potensial bersumber dari pendapatan asli daerah 

khususnya dari sektor pajak dan retribusi. 

b. Penghematan belanja daerah yang ditunjukan dari data yang diperoleh 

peneliti bahwa realisasi belanja daerah selalu lebih kecil daripada yang 

telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Penghematan belanja 
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merupakan sumber terbesar penyebab SILPA di setiap tahun anggaran, 

khususnya belanja pegawai tahun anggaran 2013-2017. 

c. Sisa dana kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh 

Pemerintah Provinsi NTT yang belum  selesai bahkan belum sama sekali 

dilaksanakan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penyebab 

timbulnya SILPA. 

3. Analisis SILPA pada APBD Pemerintah Provinsi NTT pada tahun anggaran 

2013-2017 menunjukan bahwa jumlah SILPA yang terus berubah setiap 

tahunnya.  

6.2. Saran 

1. Di dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi NTT perlu melakukan 

perencanaan dengan lebih cermat, seperti menetapkan target pendapatan 

daerah yang lebih tinggi berdasarkan potensi yang dapat dicapai, serta 

merencanakan belanja sebaik mungkin  sehingga dapat terserap dengan baik. 

2. Pemerintah Provinsi NTT perlu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan 

khususnya dalam menganggarkan, melaksanakan dan mewujudkan program 

dan kegiatan yang telah dianggarkan agar dapat memberikan manfaat yang 

seluas-luasnya secara langsung maupun tidak langsung bagi kesejahteraan 

masyarakat di Provinsi NTT. 
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